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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Dacrah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelengparaan Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Alas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penpelolaan
dan Penyelenpgaraan Pendidikan;

6. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesin - Nomor
Tahun 2022 lentang  Perubonhan  Alas  Peraturan
Pemerintah  Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini;

8. Peraturan Menleri Pendidikan, Kebudayaan, Risel, dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 (entung Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan;

9. Peraturan Menleri Pendidikan, Kebudayaan, Risel dan
Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 (entang Standar Isi Pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjung Pendidikan Dasar
dan Jenjang Pendidikan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudaynan, Risel, dan
Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang  Standar
Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usin Dini, Jenjung
Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Penerapaan  Kurikulum Dalam  Rangka  Pemulihan
Pembelajaran;

12. Peraturan Daecrah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkal Daerah Kabupatlen Klaten;

Daokumen Inl laloh dilandalangonl socara elokirondk monggunakan noriitkal abakink
yang ditorbitkan loh Balal Besar Gorlifkaul Elakironlk (BS(E), Badan Slboer don Sond) Negarn (BSSN)
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13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;

14.Surat Edaran  Sekretaris Jenderal Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26

. Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan

/ Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menectapkan :

KESATU  : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten Nomor 421.0/703/11/2011 tentang Izin
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI TRUCUK 1l

Tahun Berdiri : 02 Mei 1985
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamal : Dimoro RT 28 RW 12,

Trucuk, Trucuk

Penyelenggara :
Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan
Menjadi : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan

satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada
Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA - Keputusan ini mulai berlaku scjak tanggal ditetapkan.

Klaten, 27 Oktober 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten

TITIN WINDIYARSIH

Dokemen inl telah ditandainrgani secarn elekironik menggunakan serifikal elekironik
yang diterblikan oleh Balal Besar Serifikasi Elektronik (BS+E), Badan Siber dan Sandl Negara (BSSN).

B L o Wer PR,
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YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alnmint ¢ Jin. Mayor Kummuanto Telp Q272 322804 Kluiemn

KEPUTUSAN KIETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN
NOMOR : SKEP. 02 /PD.YDD.KABKLT/V/2025
TENTANG
PENGOABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN
KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang @ a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah
satu program  prioritas  pemerintah  dalam
meningkatkan sumber daya manusia untuk
mendukung lahirnya generasi emas bangsa;

b. bahwa dalam rangka pengembangan dan
peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta-
peningkatan kualitas dan efisiensi operasional
lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan
Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke
Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat {(6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

B Dipindai dengan CamScanner



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2013 tentang  Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini;
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10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomeor C-12.HT.01.02.TH 2006
tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta

Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi
Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten
Klaten.

KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat
puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman
Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam
perjanjian kerja sama. ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 2% Mei 2025
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346

TK PERTIWI TAJI

PANDEAN 3 RT 01 RT 05, TAJI,
PRAMBANAN

347

TK PEETIWI KALIKEBO 1

MARDIREJO RT 08 RW 03,
KALIKEBO, TRUCUK

348

TK PERTIWI] KALIKEEBO 11

BAWUKAN RT 28 RW 08,
KALIKEBO, TRUCUK

349

TK PERTIWI KALIKEBO III

BAYEMREJO RT 20 RW 06,
KALIKEEO, TRUCUK

aso

TK PERTIWI MANDONG I

MANDONG KIDUL RT 14 RW 07,
MANDONG, TRUCUK

351

TK PERTIWI MANDONG II

JLOGEDAN ET 17 RW 02,
MANDONG, TRUCUK

352

TK PERTIWI PALAR ]

DALEMAN RT 14 RW 07, PALAR,
TRUCUK

353

TK PERTIWI PLANGGU 1

KARANGANYAR RT 01 RW 02,
PLANGGU, TRUCUK

354

TK PERTIWI PLANGGU II

PRAYAN RT 01 RW 10, PLANGGU,
TRUCUK

355

TK PERTIWI PLANGGU Il

SIDOREJO RT. 02 RW. 04,
PLANGGU, TRUCUK

356

TK PERTIWI PUNDUNGSARI 11

SOKO BARU RT 15 RW 07,
PUNDUNGSARI, TRUCUK

as7

TK PERTIWI SABRANGLOR |

SABRANGLOR ET 003 RW 002,
SABRANGLOR, TRUCUK

358

TK PERTIWI SABRANGLOR I1

JAMBON RT 22 RW 11,
SABRANGLOR, TRUCUK

359

TK PERTIWI TRUCUK I

SREBEGGEDE, TRUCUK, TRUCUK

360

TK PERTIWI TRUCUK II

DIMORO RT 28 RW 12, TRUCUK,
TRUCUK

361

TK PERTIWI 2 BRANGKAL

BICAK RT.20
EW.09,BRANGKAL,WEDI
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PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TRUCUK
DESA TRUCUK

SURAT KETERANGAN
Nomor : 420/35 / 20:03

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten
menerangkan dengan sebenamya bahwa

MAN KANAK-KANAK PERTIWI I TRUCUK

(TK PERTIWI 11 TRUCUK)

Didirikan scjak tanggal 02 Mei 1985 sampai sekarang masih berfungsi dan berjalan dengan
baik.

Seclanjutnya kepada yang bersangkutan agar menjadi periksa dan dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Trucuk, 08 Januari 20235

J-"f.;'- ;_.‘m;'[tgﬁgnla Desa Trucuk
4 e
” y
e
KEPAL 4 OEsa
| TRunux A7)
":\‘ SAGLYOS.AP
¥ Tk
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PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KECAMATAN TRUCUK
DESA TRUCUK

SURAT 1ZIN PENGGUNAAN TANAH
Nomor: Sol-& /20 /20-63

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAGIYO, 5.AP.
Jabalan : Kepala Desa Trucuk
Alamat : Kacar RT. 15 RW. 07, Trucuk, Trucuk, Klaten

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami
selaku Kepala Desa Trucuk atas tanah persil :

Nomor Persil : 136
Luas : 168 m?
Atas Nama * Tanah Kas Desa

Yang terletak di  : Dk, Dimoro RT. 28 RW. 12, Ds. Trucuk,
Kec. Trucuk, Kab. Klaten

Menyatakan tidak keberatan jika tanah tersebut
ditempati /dipergunakan oleh :

MNama : Taman Kanak-kanak Pertiwi Trucuk Il
NPFSN : 20357266

No. Induk TK/NSS : 000040 / 00203100604

Alamat : Dk. Dimoro RT. 28 RW. 12, Ds. Trucuk,

Kec. Trucuk, Kab. Klaten

Tanah tersebut sampai dengan saat ini tidak menjadi sengketa
dengan pihak lain, baik mengenai kepemilikannya maupun batas-
batasnya.

Surat izin penggunaan tanah ini sebagai kelengkapan untuk
permohonan ijin operasional lembaga TK Pertiwi Trucuk 1I .

Demikian surat izin penggunaan tanah kami saya buat agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Trucuk, 08 Januar 2025
Pemohon Izin

T

SUHARNI, S.Pd.
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DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK A5AS51 MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

]

HEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

AN

MOMOR : e-12,87.01.02. M 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS]I MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
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Surat sermehonan dary Holnris anhmal Wiguna, (it Homor
10/M=NYNTI/ 2000 Liuvosdd M0 Jduli 200 perihe ] normeohenan
aeneenahan yogasan gouv ol Levipa L .n.":'c.'r] W1 enember PO05.

Bahwa setelah dilakuhan pencliton lerhadap Akla Pendirian Yayasan yang
disampaikan kepada kami, akia terscbut lelah memenuhi syaral-syaral dan
ketentuan peraiuran perundang-undangan yang berlaku, sehingga lidah ada
keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akla Pendinan Yayasan yang
dimaksud.

1. Undeng-uncang Momeor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran
Megara Republik indonesia Tahun 2001 Momor 112, Tambahan Lembaran
MNegora Republik Indonesia Momor 4132) unclo Undang-undong Republik
Indgnesia Nomor 28 Tahun 2004 1entang Perubahan atas Undang-undang
Momear 16 Tahun 2001 lenlang Yayasan (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2004 Momar |15, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Momor 4430)

2. Surat Keputusan Derektur Jenderal Admnistras: Huloum Urmum Depariemen
Hukum den Hak *Asasi Manusia Republik Indonesla Momor C-
26 HT.01.10.TH 2004, jonggal 06 Desember 2004 tentang Tala Cara
Pengrsahan Akta Pendingn dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran
Dasar Yayasan

o

MEMUTUSKAN "~

Memberikan Pengesahan Akla Penduem Yayasan {

YAYASAN DIAN LIAMA

:f‘lﬁfi‘ H ['P.G'M+3"n.:.'— Jf'-hunﬂ E
verkedudukan 4i Semaran;, scounl Agta Nemor (9 ianggal 12
Juni 2001 yang dibuat oleh Jetaris Dokler Julinna Rartind
Soed jendro, 3H berkededukan di Semarang dan Alta Homor 24
tanggal 30 Juni 2009 wyong dimal oleh Hotarls Hachmat
Wiguna, Sl berkedudukan di lemarsns,

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asas: Manusia Republik Indonesia ini
mulai beriaky sejak tangoal ditelapkan

Ductaphan di Jakwita
pada tangaal 032 Januari 000

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAIK ASASIMANUSIA REPUDBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM LIMUM
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